
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa filosofi otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawabPemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumberpendapatan asli daerah guna memberikan peningkatan pelayanankepada masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PajakRestoran merupakan salah satu jenis objek Pajak Daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3984);3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3897);4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang PembentukanKabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);



- 2 -5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3258);11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 3 -15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan KeuanganGubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (lembaranNegara republic Indonesia tahun 2010 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (LembaranDaerah Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara.5. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara.6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.7. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibanDaerah tersebut.8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban danpengawasan keuangan daerah.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Rencana keuangantahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahdaerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Penajam Paser Utara.11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerahdengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutbayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dansejenisnya termasuk jasa boga/katering.14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



- 5 -16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yangdiatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadidasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WajibPajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objekpajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.19. Surat Setoran Pajak Daerah disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoranpajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar disingkat SKPDKB adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, danjumlah pajak yang masih harus dibayar.21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKPDKBT adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telahditetapkan.22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajakyang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajakatau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapanpajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kreditpajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.24. Surat Tagihan Pajak Daerah disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihanpajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.25. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakanoleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempopembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak,dan tahun pajak.26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahantulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratTagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atauterhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WajibPajak.



- 6 -28. Insentif Pemungutan Pajak selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilanyang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakanpemungutan Pajak.29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadiserta menemukan tersangkanya.32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan olehRestoran di Wilayah Daerah.
Pasal 3(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputipelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidakmelebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
Pasal 4(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanandan/atau minuman dari Restoran.(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
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BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yangseharusnya diterima Restoran.
Pasal 6Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7(1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.(2). Besaran Pajak Restoran yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimanadimaksud dalam pasal 5.
BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
Pasal 9Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan yangdisediakan Restoran.
BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 10(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.(2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.



- 8 -(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar danlengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupatiselambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.(5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (2) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajaksendiri yang terutang.(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapatmenerbitkan:a. SKPDKB dalam hal:1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutangtidak atau kurang dibayar;2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh)hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunyasebagaimana ditentukan dalam surat teguran;3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secarajabatan.b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yangmenyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajakatau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratuspersen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajakmelaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.(6) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aangka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
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Pasal 12(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salahtulis dan/atau salah hitung;c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejaksaat terutangnya pajak.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk olehBupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT danSTPD.(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaanPajak harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukandengan menggunakan SSPD.
Pasal 14(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yangterutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarbertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktupaling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukandapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menundapembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan PeraturanBupati.
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Pasal 15(1) Setiap pembayaran Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam BukuPenerimaan.(2) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awaltindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuhtempo pembayaran.(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau SuratPeringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 17(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktusebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainyang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
Pasal 18(1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kalidua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segeramenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.(2) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya,setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggalpelelangan kepada Kantor Lelang Negara.(3) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaanlelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.
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Pasal 19(1) Pejabat dapat menetapkan jadual tindakan penagihan Pajak yang menyimpang darijadual waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18,dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.(2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayardilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan PajakSeketika dan Sekaligus.(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamSurat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud padaayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Pasal 20Bentuk, Jenis dan Isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan PajakDaerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapatmemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
Pasal 22Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yangditunjuk atas suatu:a. SKPDKB;b. SKPDKBT;
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(2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikansecara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggalSKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak.
(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulansejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus memberikan keputusan.
(4) Apabila lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonankeberatan dianggap dikabulkan.
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajibanmembayar Pajak.

Pasal 24(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajibanmembayar Pajak.
Pasal 25Apabila pengajuan keberatan dan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, makaPemerintah Daerah akan mengembalikan kelebihhan membayar Pajak yang telah disetor.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaranPajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkansekurang-kurangnya:a. nama dan alamat Wajib Pajak;b. masa Pajak;c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak;d. alasan yang jelas.
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(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danBupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang Pajak yang dimaksud.
(6) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP).

BAB XIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27(1) Bupati karena jabatan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat:a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannyaterdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dankenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undanganPerpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karena kesalahannya.c. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar.(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan ataupengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh WajibPajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasanyang jelas.(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
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BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajakmelakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhapabila:a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ataub. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidaklangsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SuratPaksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajakdan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayarandan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Bupati.
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BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaiankinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYITAAN

Pasal 31

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat yangditunjuk dapat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.
Pasal 32Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelahlewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan,Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangankepada kantor Lelang Negara.
Pasal 33Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaanlelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal 34Tata cara penyitaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
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BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberiwewenang khusus sebagai Penyidik.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungandengan tindak pidana tersebut;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaandengan tindak pidana;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dandokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana;g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saatpenyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;j. menghentikan penyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanamenurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuatberita acara tentang:a. Pemeriksaan tersangka;b. Pemasukan rumah;c. Penyitaan benda;d. Pemeriksaan surat;e. Pemeriksaan saksi;f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
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(4) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluiPenyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisidengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidakbenar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengantidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar.
(3) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakanpenerimaan Negara.

Pasal 37Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atauberakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 39Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajampada tanggal 8  September 2011
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajampada tanggal 8  September 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 9.


